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BAB I 

           PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap orang butuh tempat tinggal untuk bermukim, berlindung dan lain-

lain. Namun, harus diakui bahwa kebutuhan tersebut sekarang ini semakin sulit 

dipenuhi karena berbagai faktor, yang salah satunya adalah biaya yang tidak 

murah untuk membeli lahan/tanah yang semakin terbatas. Selain itu, jika orang 

sudah dapat membeli lahan/tanah yang diinginkan, pemegang hak atas tanah 

masih perlu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap 

lahan/tanah yang telah dibeli itu, melalui pembuatan sertipikat hak atas tanah, 

seperti antara lain Sertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Guna Bangunan 

(SHGB), Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU), dan lain-lain. Sertipikat Hak atas 

tanah diperlukan sebagai bukti kuat dan sah bagi pemegang hak, pada saat yang 

sama, hak atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk Sertipikat tanah juga 

memberikan kekuatan hukum dan kewenangan kepada pemegang hak untuk 

memakai suatu bidang lahan/tanah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

tertentu. Baik digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, 

bangunan gedung, jalan, taman, bahkan pekarangan untuk membangun rumah 

sebagai tempat tinggal.
1
 Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, 

dilaksanakan Pendaftaran Tanah. Pemegang hak atas tanah diberikan 

kewenangan untuk menggunakan, memungut hasil dari tanah tersebut. 

                                                             
1
 Ariel Doni Dharmawan dan Maryanto, “Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan 

Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan Karena Bencana Alam Di Kabupaten Grobogan”, 

Jurnal AKTA, Vol 5 No 1 Maret 2018, hlm. 168. 



 
 

 
 

Pemegang hak atas tanah juga diberikan kewenangan untuk mempergunakan 

tubuh bumi, air, dan ruang yang ada di atasnya untuk kepentingan yang 

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut.  

Selain itu, salah satu hak atas tanah yang dibuktikan dengan 

kepemilikan Sertipikat oleh pemegang hak, adalah menjaminkan hak atas tanah. 

Jaminan dapat berupa surat-surat berharga atau sertipikat tanah kepada pihak 

kreditor untuk memperoleh dana tambahan atau pembiayaan tertentu, dengan 

cara dibebani Hak Tanggungan. Tentunya apabila pemegang hak atas tanah 

ingin menjaminkan tanahnya untuk mendapatkan pinjaman dana, maka 

sertipikat merupakan syarat paling penting selain identitas pemegang hak.  Agar 

tanah sebagai jaminan kredit dapat memberikan kepastian hukum terhadap 

kreditor maka diperlukan sebuah lembaga jaminan, dimana hal yang 

dimaksudkan ini adalah lembaga jaminan hak tanggungan yang mampu 

memberikan jaminan perlindungan hukum baik kepada debitor maupun 

kreditor. Lembaga jaminan hak tanggungan digunakan untuk mengikat objek 

jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah yang bersangkutan. Hak tanggungan diatur dalam Undang- undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- 

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan 

(UUHT)). Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tersebut, 

memuat ketentuan-ketentuan yang mendasar mengenai hakikat hak tanggungan 

maupun ketentuan-ketentuan mengenai prosedur operasional pemberian dan 

pendaftarannya, meberikan perlindungan hukum yang kuat dan kepastian 



 
 

 
 

hukum yang seimbang bagi para kreditor dan debitor serta pengaturan yang 

lengkap mengenai syarat-syarat untuk perlindungan barang jaminan. 

Pengaturan sebagaimana dimaksud meliputi : 1. Obyek hak tanggungan 2. 

Pemberi dan pemegang hak tanggungan 3. Tata cara pemberian, pendaftaran, 

peralihan dan  hapusnya hak tanggungan. 4. Eksekusi hak tanggungan 5. 

Pencoretan (roya) hak tanggungan 6. Sanksi administratif.
2
 

Sehubungan dengan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa proses 

pembebanan hak tanggungan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap kegiatan yaitu:  

1. Tahap pemberian hak tanggungan, yaitu dengan dibuatnya Akta  

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT), yang biasanya juga sebagai notaris pada saat pembuatan akta 

perjanjian kredit, yang wewenangnya meliputi daerah di mana objek Hak 

Tanggungan tersebut berada. APHT tersebut kemudian ditandatangani 

oleh para pihak sebagai pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, saksi 

dan PPAT.  

2. Tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan yang  merupakan saat 

lahirnya hak tanggungan yang dibebankan. Selain APHT, untuk keperluan 

pendaftaran juga harus disertakan Sertipikat Hak atas Tanah yang dibebani 

Hak Tanggungan. Jika oleh karena suatu hal Sertikat Hak atas Tanah 

tersebut belum bisa dibebankan Hak Tanggungan, terlebih dahulu harus 

dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). 

                                                             
2
 Iswananta dan Wahyuni Safitri, “Kajian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Tanggungan 

Roya Yang Hilang Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda”.’ jurnal.uwgm.ac.id, 2015, hlm. 15-

17. 



 
 

 
 

“Pihak kreditor dalam membebankan hak tanggungan pada pemegang hak 

perlu melihat identitas dan sertipikat yang diajukan sebagai jaminan lolos 

atau tidaknya permohonan calon pemberi Hak Tanggungan (Debitor). Selama 

menerima fasilitas kredit, bukti kepemilikan tanah yang berupa sertipikat hak 

atas tanah yang ada pada Debitor akan dibebankan hak tanggungan”.  

Perjanjian Hak Tanggungan merupakan perjanjian tambahan (accessoir) 

sehingga hapusnya Hak Tanggungan adalah jika perjanjian utamanya yaitu 

perjanjian kredit hapus. Salah satu cara hapusnya perjanjian kredit adalah debitor 

telah melunasi utangnya kepada kreditor sehingga kreditor harus mengembalikan 

agunan atau jaminan debitor seperti semula.
3
 Agunan yang telah didaftarkan 

sebagai Hak Tanggungan tersebut harus dilakukan pencoretan atau penghapusan 

yang disebut dengan roya pada sertipikat Hak Tanggungan dan juga sertipikat 

Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Rumah Susun.
4
 

Namun dalam prakteknya tak jarang dijumpai sertipikat hak tanggungan 

yang dimiliki debitor yang telah melunasi hutang kepada kreditor hilang oleh 

karena pengarsipan dari pihak kreditor yang kurang baik ataupun karena 

terjadinya mutasi petugas kredit yang menanganinya langsung. Keadaan ini 

tentunya akan menyulitkan debitor ketika hendak melakukan proses pembuatan 

surat roya ke Kantor Pertanahan.
5
  

                                                             
3
 Rudi Indrajaya dan Ika Ikmassari, Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan sebagai 

Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang Hilang, Visimedia: Jakarta, 2016,  hlm. 50. 
4
 Ibid. 

5
 Iswananta dan Wahyuni Safitri, Op.cit. hlm. 17. 



 
 

 
 

Salah satu contoh kasus hilangnya Sertipikat Hak Tanggungan
6
 terjadi di 

Jakarta Timur. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak Kantor Pertanahan 

Jakarta Timur hanya meminta semacam Surat Keterangan dari kreditor baru (PT. 

Perusahaan Pengelola Aset (PT. PPA) yang menyatakan bahwa kreditor awal 

telah dilikuidasi dan sekarang asetnya juga telah dilikuidasi oleh PT.PPA dan 

menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan telah lunas kreditnya, sehingga 

Hak Tanggungan menjadi hapus untuk selanjutnya dapat mengajukan 

permohonan pencoretan (Roya). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 

ayat (4) UUHT yang menyatakan bahwa dalam hal sertipikat Hak Tanggungan 

tidak dapat diberi catatan oleh kreditor bahwa Hak Tanggungan telah hapus 

karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan telah lunas, 

dapat diganti dengan suatu pernyataan tertulis dari kreditor bahwa Hak 

Tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak 

Tanggungan telah lunas. Demikian pula apabila Hak Tanggungan hapus karena 

kreditor melepaskan Hak Tanggungan yang bersangkutan, oleh pihak yang 

berkepentingan harus diupayakan adanya bukti tertulis yang menyatakan bahwa 

kreditor Hak Tanggungan telah melepaskan Hak Tanggungannya. Oleh karena 

terlalu sering beralih dari satu pihak ke pihak lain (khususnya dari BPPN ke PT. 

PPA) dan terlalu banyaknya berkas, maka tidak sedikit dokumen yang hilang 

termasuk Sertipikat Hak Tanggungan. Apabila hal ini terjadi, untuk mengatasinya 

pihak kantor Pertanahan Jakarta Timur selain meminta Surat Roya dan riwayat 

                                                             
6
 Fatima Syuraini Dewi, “Roya Hak Tanggungan Dalam Hal Bank Dilikuidasi Di Kantor 

Pertanahan Jakarta Timur”, Tesis, PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, 2009, hlm. 69-

70. 



 
 

 
 

peralihan juga meminta akta Consent Roya yang dibuat di hadapan Notaris atau 

kreditor, yang tentunya menambah kerepotan dan waktu serta biayanya.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan 

meneliti permasalahan ini dengan memilih judul “Aspek Hukum Sertipikat Hak 

Tanggungan yang Hilang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Prosedur Mendapatkan Sertifikat Pengganti Hak 

Tanggungan Sebagai Bukti Pelunasan Utang Debitor? 

2. Bagaimana kedudukan akta konsen roya sebagai pengganti Sertipikat 

Hak Tanggungan yang hilang dalam hal pelunasan kredit? 

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi Debitor yang kehilangan 

Sertipikat Hak Tanggungan oleh Kreditor?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui dan memahami Prosedur Mendapatkan Sertifikat Pengganti 

Hak Tanggungan Sebagai Bukti Pelunasan Utang Debitor  

2. Mengetahui dan memahami kedudukan akta konsen roya sebagai 

pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang dalam hal pelunasan 

kredit.  

3. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi Pemberi Hak 

Tanggungan (Debitor) yang kehilangan Sertipikat Hak Tanggungan oleh 

Penerima  Hak Tanggungan (Kreditor).  



 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dari segi Teoretis: 

Sebagai bahan bagi para akademisi yang ingin mengembangkan ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu Hukum khususnya bidang kajian Hak 

Tanggungan.    

2. Dari segi Praktis:  

Dapat menjadi rujukan bagi para pihak yang sedang mengalami kasus 

seperti yang sedang diteliti oleh penulis.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasai pada permasalahan sekitar Hak Tanggungan terkait 

dengan akta pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang termasuk 

bagaimana cara atau prosedur memperoleh akta pengganti tersebut dan kedudukan 

hukumnya. 

F. Kerangka Teori 

Ada 2 (dua) teori yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yang 

telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara 

normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu 

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan 

pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian 

tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya 



 
 

 
 

hukum di dalam masyarakat.
7
 Kepastian Hukum menginginkan hukum harus 

dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak 

boleh ada penyimpangan. Ada istilah flat justitia at pereat mundus yang 

diterjemahkan secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus 

ditegakkan” yang menjadi dasar dari asas kepastian hukum yang dianut oleh 

aliran positivisme.  

Roscoe Pound mengatakan bahwa teori kepastian hukum mengandung dua 

pengertian, yaitu:
8
 

1. Adanya aturan umum yang membuat suatu individu mengetahui perbuatan 

apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan 

2. Adanya keamanan hukum bagi setiap individu akibat timbulnya aturan 

hukum yang bersifat umum, dimana setiap individu dapat mengetahui apa 

saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan negara terkait keberlakuan 

aturan tersebut. 

Masyarakat hukum akan lebih tertib jika suatu hukum berisikan kepastian 

hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak akan tahu apa yang 

harus diperbuat dan tentunya akan menimbulkan keresahan. 

Jan M. Otto yang dikutip oleh Sidharta, berpendapat bahwa kepastian 

hukum memiliki syarat-syarat:
9
 

                                                             
7
 Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya 

dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga". Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, 

hlm. 219.  
8
 Hardi Munte, Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada , Medan: Puspantara, 
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1. Adanya aturan-aturan hukum yang jelas dan mudah diketahui, yang 

diterbitkan oleh kekuasaan negara; 

2. Pemerintahan menjalankan aturan-aturan hukum tidak sewenang-

wenang; 

3. Masyarakat yang menyetujui muatan isi dari aturan-aturan tersebut harus 

patuh dan ikut serta dalam pelaksanaannya; 

4. Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan 

hukum tersebut sewaktu memutuskan suatu sengketa hukum; dan 

5. Keputusan peradilan secara kongkrit.  

Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat 

tercapai apabila substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Hukum yang mencerminkan budaya masyarakat adalah kepastian hukum yang 

sebenarnya (realistic legal certainty). 

  Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian 

hukum yaitu, kepastian hukum oleh karena hukum dan kepastian hukum dalam 

atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam 

masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum, 

memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta 

hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum, tercapai 

apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang.
10

 

 Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan dan 

kebenaran, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan 
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tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian 

hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak 

mengetahui  perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh 

hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan 

jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata 

lain, kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta 

ancaman hukumannya. Akan tetapi, kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak 

dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan 

sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat 

dan efisiensi.  

2. Teori Perlindungan Hukum 

 Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang 

menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus 

M Hadjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum 

dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan 

berbagai kepentingan dalam masyrakat karena dalam suatu lalu lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan 

cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah 

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 

dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum 

lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh 

masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk 



 
 

 
 

mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 

masyarakat.
11

 

 Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.
12

 

 Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum 

bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.  

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif  

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di 

lembaga peradilan.
13

 

 Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat 

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif 

dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.
14

 

 Uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa memberikan 

pemahaman perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 
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hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat 

preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis 

maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.  

G. Metode Penelitian Hukum 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Dalam penelitian hukum 

normatif  hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

sumber patokan berperilaku manusia yang dianggap layak dan pantas.  

2. Bahan Penelitian  

Adapun bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bahan  Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat kepada masyarakat, seperti peraturan dasar, peraturan 

perundang-undangan, jurnal, dan bahan hukum tidak tertulis yang tentunya 

berhubungan dengan tema penulisan skripsi ini. Adapun bahan-bahan hukum 

primer itu antara lain: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 



 
 

 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

6. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997.  

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan 

Nasional.  

8. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 600 -1900 

tanggal 31 bulan Juli Tahun 2003.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer misalnya buku-buku mengenai literatur, jurnal hukum yang 

berkaitan dengan tema penelitian ini.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, 

ensiklopedia, dan majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas oleh penulis.
15

 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang 

dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek 
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mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari 

jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 

(dua) macam pendekatan, yaitu; 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan masalah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu 

yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-

undang ini akan membuka  kesempatan bagi peneliti utuk mempelajari 

adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan 

undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dan undang- 

undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.
16

 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang 

dihadapi.
17
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum dalam skripsi in adalah 

studi literatur atau studi kepustakaan yang merupakan bagian penting yang 

tidak terlupakan dalam penulisan skripsi. Studi Kepustakaan (library 

research) adalah kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih 

detil dan memberikan kerangka berfikir, khususnya referensi relevan yang 

berasal dari teori-teori tanpa memperdulikan apakah penelitian yang 

dilakukannya menggunakan data primer atau sekunder
18

.  

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang sudah 

dikumpulkan kemudian diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat 

(deskriptif). Analisis Kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis 

normatif. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan 

metode berfikir deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data 

yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusu
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